Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR
Nama BPR PD. BPR BANK TEGAL GOTONG ROYONG
Alamat BPR JL. A. YANI NO 11 PROCOT SLAWI

Posisi Laporan

Modal Inti BPR Rpl15.000.000000
Total Aset BPR Rp94.821471.767
Bobot Faktor Penilaian B

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB B CB | EB | TB Keterangan

1 2 3 4 5

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit RpS0M:
Jumilah anggota Direksi paling sedildit 3 (tiga) orang,
dan salah satn anggota Direksi bertindak sebagai

Direlctur vang membawahlcan fungsi kepatuhan,

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumilah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahlkan fungsi kepatuhan.

Jumlah anggota direksi 2 (dua) orang dan salah
satu anggota Direksi bertindak sebagai Direkiur
yang membawahkan fungsi kepatuhan

2)

Direlsi

kota/kabupaten yang sama,

Seluruh  anggota bertempat tinggal di

atau kota/kabupaten

vang berbeda pada provinsi yang sama, atau

kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan kota/kabupaten pada provinei lokasi
Kantor Pusat BPE.

Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten
Tegal

3]

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Banl,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai

politike atau organisasi kemasyarakatan).

Direksi tidak merangkap pada Banlk/Non Banlk,
o Lembaga Lain

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak memililki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atan anggota

Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga
dengan sesama pengurus

Direlks=i tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek
sizsi karalkteristik
telah
didasari oleh kontrak yang jelas meliputi linglup

vang bersifat khusus yang dari

proyeknya membutuhkan adanya konsultan:

pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan,

dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan
perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah
pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk

proyek yang bersifat khusus dimalksud.

Direksi tidak mengpunakan penasihat
perorangan dan /atau penyedia jasa profesional
sebagai konsultan yang tidak sesuai dengan
ketentuan

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS

termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah

Direksi telah lulus uji kemampuan dan
kepatutan dan telah ditetapkan dalam RUPS

ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa

jabatannya.

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala| 3 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumiah 0.83
pertanyaan (3): 6

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata 0.42

Kelola (3): 50%
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B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Direl=i melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa
umum yang dapat mengakibatlkkan pengalihan tugas

dan wewenang tanpa batas.

Direksi melaksanakan tugas & tanggung jawab
secara independen & tidak memberikan kuasa
umum

8)

Direksi

rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk

menindaklanjuti temuan  audit dan
sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil
pengawasan Otoritas Jasza Keuangan dan/atau hasil

pengawasan otoritas lain.

Direksi menindak lanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari SPI, KAP dan OJK

9)

Direksi

lenglap,

menyediakan data dan informasi yang
alkurat, terkini, dan tepat waktu kepada

Dewan Komisaris.

Direksi menyediakan data dan informasi kepada
Dewan Pengawas

10

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategiz  dilakukan
mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai

musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang

berdazarkan musyawarah

berlaltu dengan mencantumlkan dissenting opinion

jika terdapat perbedaan pendapat.

Pengambilan keputusan rapat didasarkan pada
musyawarah mufakat, belum pernah terjadi
dissenting oppinion

11)

Direlksi tidak menggunakan BFE untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
meragikan atau mengurangi keuntungan BFR, zerta
tidalkk mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUFPS.

Direksi tidak menggunakan BPE untuk
kepentingan pribadi

12)

Anggota Direlksi membudayalkan pembelajaran secara
dalam

pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan

berkelanjutan rangka peningkatan

terkini terkait bidang keuangan/lainnya
tanggung

atau jenjang

yang

mendukung pelaksanaan tugas dan

jawabnya pada seluruh tingkatan

organisasi antara  lain dengan  peningkatan
EBFR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan

kualitas individu.

keilutsertaan pegawai

Direksi mengilutsertakan pegawai dalam diklat
dan anggaran certif untuk pegawai sebagian
yang telah dianggarkan dalam RKAT telah
direalisasikan

13)

Direlesi

kompetensi

Anggota mampu mengimplementasikan
vang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman

atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensinya

14)

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan
tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit

mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan

peraturan rapat.

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman
tata tertib kerja

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (3): 8

1,25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata

Kelola (3): 40%

0,50




C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15) |Direksi mempertanggungjawabkan  pelaksanaan Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. ! tugas melalui RUPS

16) |Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai Direksi mengkomunikasikan mengenai
mengenai lkebijakan strategi= BPRE  di bidang A kebijakan kepegawaian kepada seluruh pegawai
kepegawaian.

17) |Hasil rapat Direksi dituanglkan dalam risalah rapat Hasil rapat direksi tertuang dalam risalah rapat

dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada

seluruh Direlesi.

dan di dokumentasi dengan baik

18)

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai
dalam pengelolaan BFR yang ditunjukkan antara lain
EFR,
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian

dengan peningkatan kinerja penyelesaian

hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian
dan kemampuan

18)

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
BFR di

Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah

pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi

ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Direksi menyampakan laporan sesuai
ketentuan

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

=l

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah

pertanyaan (3): 5

1,40

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata
Kelola (3): 10%

0,14

Penjumlahan 3 + P+ H

1,06

Total Penilaian Falctor
Falktor 1

1 Dikalikan dengan bobot

0,21




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

5B

CB

KB

2

3

a

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan meodal inti paling sedikit Rp>0 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3

(tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumilah anggota Dewan Komisaris paling sedilcit 2

(dua) crang.

Jumlah Dewan Pengawas 2 (dua) orang

2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui

jumilah anggota Direlcsi sesuai ketentuan.

Jumlah Dewan Pengawas tidak melampaui
ketentuan

3]

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah Iulus Uji
telah dianglkat
melalui RUPS. Dalam hal BFR memperpanjang masa
RUPS

menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota

Kemampuan dan Kepatutan dan

jabatan anggota Dewan Komisaris, yang
Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya

masa jabatan.

Seluruh anggota Dewan Pengawas lulus uji
kemampuan dan kepatutan, dan pergantian
Dewas dilakukan sebelum masa jabatan Dewas
berakhir

4)

Paling sedikit 1

bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di

(zatu) anggota Dewan Komisaris

kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan

langsung dengan provinesi lokasi Kantor Pusat BPR.

Seluruh anggota Dewan Pengawas bertempat
tinggal di wilayah Kabupaten Tegal

BPR memilili Komiszaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 30% (lima puluh persen) dari jumilah
anggota Dewan  Komisaris  adalah  Komisaris
Independen.

b. Untuk BPR dengan meodal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan

Komisaris merapakan Komisaris Independen.

Penilaian tersebut sesuai ketentuan

G)

Dewan Komisariz memiliki pedoman dan tata tertib
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,

dan rapat.

Dewas memiliki pedoman tata tertib kerja
pengaturan etika dsb

Dewan Komisariz tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BFR
atau BPFRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BFR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Dewas tidak merangkap jabatan lebih dari 2
BPR/Bank Umum

8)

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidalk memililei
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
kedua

Komisaris atau Direksi.

derajat dengan sesama anggota Dewan

Seluruh anggota Dewas tidak memilild
hubungan keluarga dengan sesama dewas atau
direksi

9)

Seluruh  Komisariz Independen tidak ada yang
memililti  hubungan

keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direlksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan
lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untulk

bertindak independen.

Seluruh anggota Dewas tidak memilild
hubungan keuangan, kepengurusan dan
kepemilikan saham dengan sesama dewas,
direksi dan pemegang saham

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumiah

pertanyaan (3): 9

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata
Kelola (3): 50%




B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10)

Dewan Komisariz telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
memberilkkan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian relkomendasi atau nasihat tertulis terkait
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip

kehati-hatian.

Dewas telah melakukan pengawasan, nasihat,
rekomendasi, nasihat tertulis kepada Direksi

11) |Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewas telah melakukan pengawasan,
Komiszaris mengarahlcan, memantai dan| pengarahan, pemantauan dan evaluasi
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategiz BPR. kebijakan strategis BPR

12) |Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan Dewas tidak terlibat kegiatan dan pengambilan

keputusan kegiatan operasional BPFR, kecuali dalam
hal pihalk
zebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas
malksimum pemberian kredit BFR dan hal-hal lain
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam

penyediaan dana kepada terkait

rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

keputusan operasional BPR

13)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen

hasil tindak lanjut temuan.

Dewas telah memastikan direlsi
menindaklanjuti temuan SPI, KAP dan OJK

14)

Dewan Komisarizs menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan

vang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewas telah menyediakan waktu yang cukup

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
telah  dilalukan berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyalk dalam hal

bersifat strategis

tidal tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumian

dizsenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Dewas melakukan rapat pengambilan
keputusan musyawarah mufakat belum pernah
terjadi dissenting oppinion

16)

Anggota Dewan Komizarie tidak memanfaatkan BFR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihalk
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan
EFR,

keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan

zerta tidak mengambil dan/atau menerima

fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Dewas tidak memanfaatkan BPR untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan pihalk lain

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan yang memerlakan tindak lanjut Direlesd.

Dewas telah melakukan pemantauan terhadap
laporan tugas Direksi YMFK

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (3): 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata
Kelola (3): 40%




C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18) |Hasil rapat Dewan Komisariz dituangkan dalam Hasil rapat Dewas dituangkan dalam risalah
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan dan didekomuntasikan dengan baik, namun
jelas, termasulk dissenting opinions yang terjadi jika N belum pernah terjadi dissenting opinions

terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex3

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah 2.00
pertanyaan (3): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata 0.20

Kelola (3): 10%

Penjumlahan 3 + P+ H 1.47

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot
Falctor 2

0,22




Skala Penerapan
Kriteria/Indikator SB B CB | EB | TB Keterangan
1 2 3 4 5]

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi
Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) [BFR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risike dengan anggota Komite sesuai

ketentuan.

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex

Has=il perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumiah

pertanyaan (3): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata
Kelola (3): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2] |Komite Audit melakulkan evaluasi terhadap penerapan

fungsi audit intern.

3] |Komite Pemantau Risike melakukan evaluasi

terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

4] |Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efelctif antara
lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib

kerja.

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0.00

pertanyaan (3): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata
Kelola (3): 40%

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

5) |Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan
audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada
Dewan Komiszariz untuk tindak lanjut kepada Direksi

EFE.

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumiah 0.00

pertanyaan (3): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata
Kelola (3): 10%

0,00

Penjumlahan S +P+ H 0,00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot
Falctor 3

0,00

2




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | EB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
4 |Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Belum memiliki
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPFR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan A
benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
Jumilah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala _
Penerapan 0 0 © 0 >
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumlah 5.00
pertanyaan (3): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata 2.50
Kelola (3): 50%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2] |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Belum pernah terjadi
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Ekszelutif tidak mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau A
tidalkk mengekselusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.
Jumilah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumilah 3,00
pertanyaan (3): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata 1,20
Kelola (3): 40%
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3] |Benturan kepentingan yang dapat merugikan BFR Belum pernah terjadi
atau mengurangi keuntungan BPFR diungkapkan
dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi A
dengan baik.
Jumilah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 0 3 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumlah 3,00
pertanyaan (3): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata 0.30
Kelola (3): 10%
Penjumlahan 3 + P+ H 4,00
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan hbobot 0.40

Falktor 4




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

5B

B

CB

KB

TB

2

3

a

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Angpota Direksi yang membawahlan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit untul:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan
dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahlkan fungsi

kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

BFR telah memiliki Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan dan tidak terlibat dalam
operasional kredit dan dana

2)

Anggota Direksi yang membawahkan  fungsi

kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain

vang berkaitan dengan perbankan.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
telah lulus uji sertifikasi direktur oleh lembaga
certif dan telah disetujui OJK

3)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Felaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen

terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Ekseloutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau

fungsi operasional.

Sudah menunjuk PE fungsi kepatuhan

4)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Ekselutif yang
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkiniltan pedoman kerja, sistem, dan prosedur

kepatuhan.

Sudah memiliki pedoman kerja fungsi
kepatuhan

BPFR memiliki ketentuan intern mengensd tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Ekselkutif yang menangani

fungsi kepatuhan.

Sebagian telah diterapkan /dipenuhi

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

=l

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (3): 5

1,40

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata
Kelola (3): 50%




B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

G)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan
Ctoritas  Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan termasuk penyampaian laporan kepada
Otoritas Ja=sa Keuangan dan otoritas lainnya.

lain

Sudah menetapkan langkah-langkah strategis
dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui

zosializasi dan pelatihan ketentuan terlkoind.

Sudah diterapkan dengan sosialisasi

8)

Anggota Direksi yang membawahkan  fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPFR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BFR
kepada Otoritas Jaza Keuangan termasuk melakukan
kebijakan

dan/atau keputusan Direksi BPFR yang menyimpang

tindakan pencegahan apabila terdapat

dari ketentuan Otoritas Jasza Keuangan dan peraturan

perundang-undangan.

Sebagian telah diterapkan /dipenuhi

9)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Ekselutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
gerta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah
zesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan.

PE yang membawahlan fungsi kepatuhan
sebagian telah diterapkan /dipenuhi

10

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu

merekomendasikan dan
kebijakan,

maupun prosedur yang dimililki oleh BPR agar sesuai

dan/atan pengkinian

penyempurnaan ketentuan, sistem
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan.

PE yang membawahkan fungsi kepatuhan
sebagian telah diterapkan /dipenuhi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

10

Total nilai untuk selurih Skala Penerapan

10

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumiah

pertanyaan (3): 5

2,00

2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata
Kelola (3): 40%

0,80

C. H

asil Penerapan Tata Kelola (H)

11

BPFR  berhasil

terhadap ketentuan.

menurunkan tingkat pelanggaran

Sebagian besar telah diterapkan /dipenuhi

12)

Anggota Direksi yang membawahkan  fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur
Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi
adalah

dizampaikan kepada Dewan Komisaris.

kepatuhan Direlctur Utama, laporan

Sebagian besar telah diterapkan /dipenuhi

13)

Direlcsi

Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada

Anggota vang membawahkan Fungsi

Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan

atau keputusan Direksi yang menyimpang dari

peraturan  Qtoritas  Jasa  Keuangan dan/atau

peraturan perundang-undangan lain sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagian besar telah diterapkan /dipenuhi

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

w

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (3): 3

1,67

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulctur Tata
Kelola (3): 10%

0,17

Penjumlahan 3 + P+ H

1,67

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan hbobot
Falctor 5

0,17




No

Skala Penerapan

Kriteria/Indikator

5B

B

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan maodal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memililki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPFR memiliki Pejabat Ekselutif yang bertangpung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

PE SPI yang bertangpung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern

2)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
memililki dan mengkinikan pedoman kerja =zerta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi
auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan
dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan

Komisaris.

PE SPI yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern telah
sepenuhnya diterapkan /dipenuhi

3]

SHKAI atau Pejabat Ekselutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap =atuan kerja operasional (satuan kerja

terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

SPI sebagian besar telah diterapkan /dipenuhi

4)

SKAI atau Pejabat Ekseloutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung

jawab langsung kepada Direktur Utama.

5PI bertanggung jawab langsung kepada
direktur utama

BPR memiliki program relorutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi

audit intern.

Melaksanakan namun belum ada yang sesuai
dengan kreteria

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil Skala

Penerapan

perkalian untuk masing-masing

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah

pertanyaan (3): 5

1,60

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata
Kelola (3): 50%

0,80

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPFR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman sudit intern yang telah disusun
oleh BFR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang
secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi

kepentingan BPR dan masyarakat.

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai
ketentuan pedoman audit intern

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiahj):
BPE menugaskan pihak ekstern untuk melakukan
kaji ulang paling sedikit 1 (gatu) kali dalam 3 (tiga)
tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan
fungsi audit intern, dan kelemahan S0P audit serta
perbaikan yang mungkin dilalulkan.

Belum melalmkan kaji ulang

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilak=zanakan secara memadai dan independen yang
mencalkup persiapan audit, penyusunan program
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan

tindalk lanjut hasil audit.

Pelaksanaan fungsi audit inter dilaksanakan
cukup memadai dan independen

Q)

BFR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
berkala

berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit

sumber daya manusia secara dan

intern.

BPE melaksanakan peningkatan mutu SDM
secara berkala dan berkelanjutan terkait
penerapan fungsi audit intern

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil Skala

Penerapan

perkalian untuk masing-masing

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah

pertanyaan (3): 4

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata
Kelola (3): 40%

0,80




C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Ekseloutif yang bertanggung jawab
telah

intern

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern

menyampaikan laporan pelaksanaan audit
kepada Direkitur Utama dan Dewan Komiszaris dengan
tembusan kepada Direlcsi

anggota yang

membawahlan fungsi Kepatuhan.

SPI telah menyampaikan laporan pelaksanaan
audit intern kepada direktur utama dan dewas
namun belum memiliki direksi yang membawahi
fungsi kepatuhan

11)

BFR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokol hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan] kepada Otoritaz Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

SPI sudah menyampaikan laporan pelaksanaan
dan pokol-polkok hasil audit intern dan laporan
khusus kepada OJK

12)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPFER menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuadi

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai ketentuan

13)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima pulunh milyar rupiah):
BPFR menyampaikan

pemberhentian Kepala SKAI

laporan penganglkatan atau
kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima pulnh milyar rupiah):

BPFE menyvampaikan Ilaporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jaza Keuangan sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah menyampaikan laporan pengangkatan
dan pemberhentian SPI kepada OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah

pertanyaan (3): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (3): 10%

Penjumlahan S+ P+ H

Total Penilaian Faktor & Dikalikan dengan bobot
Falctor 6




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | EB | TB Keterangan
1 2 3 4 5]
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Telah memenuhi aspek legalitas
Aluntan Publik (KAP)] memenuhi aspek-aspek
legalitas perjanjian kerja, muang lingkup audit, standar
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara A
Otoritas Jasa Keuangan dengan KAF dimaksud.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex3

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 1 o 0 0 0

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah 1,00
pertanyaan (3): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50
Kelola (3): 30%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPFR Sudah melalui persetujuan RUPS dan usulan
menunjuk Akuntan Publik dan KAF yang terdaftar di Dewas
Otoritas  Jasa Keuangan serta  memperoleh| v
persetujuan  RUPS  berdasarkan wusulan Dewan
Komizaris,

3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Telah melaporkan hasil audit KAP kepada OJK
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. K
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex3
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1,00
pertanyaan (3): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata 0.40
Kelola (3): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Hasil audit dan  Management Letter  telah Telah menggambarkan permasalah BPR
menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan
secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang A
ditunjulk.

3] |Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan Sudah sesuai aturan
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam| v
ketentuan Otoritas Jasza Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan ! 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah 1,50
pertanyaan (3): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata 0.15
Kelola (3): 10%

Penjumlahan 3 + P+ H 1,05
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot 0.03

Falktor 7




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | EB | TB Keterangan
1 2 3 4 5]
8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
Pengendalian Intern
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Sudah memiliki PE Manajemen resiko
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh  milyar
rupiah):
EFR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
BPR dengan maodal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah):
BPFR telah membentuk satuan kerja Manajemen
Riszilko;
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BFR telah menunjuk satu orang Pejabat Ekseloutif
yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.
2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur PE Manajemen resiko sebagian besar telah
Manajemen Risilko, dan penetapan limit Ri=iko. diterapkan /dipenuhi
3) |BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis PE Manajemen resiko sebagian besar telah
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada diterapkan /dipenuhi
produk dan aktivitas bam sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex3
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 0 © 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0,00
pertanyaan (3): 3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00
Kelola (3): 30%
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) |Direksi: Sebagian telah diterapkan /dipenuhi
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuszkan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.
5) |Dewan Komisaris : Sebagian telah diterapkan /dipenuhi
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direlksi atas
pelakzsanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6] |BPFR melakukan proses identifika=i, pengukuran, Sudah sesuai aturan
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap
szeluruh falctor Riziko yang bersifat material.
7] |BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang Sebagian telah diterapkan /dipenuhi
menyesluruh.
8] |BPE menerapkan manajemen rizsikko atas seluruh Sebagian telah diterapkan /dipenuhi
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
9) |BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu Belum memiliki sistem informasi yang memadai
sistem informasi manajemen vang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap,
alurat, kini, dan utuh.
10) |Direks=i telah melakukan pengembangan budaya Sebagian telah diterapkan /dipenuhi
manajemen riziko pada seluruh jenjang organisasi
dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui
pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen
riziko.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
0 0 0 0 0

Penerapan




Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah 0.00
pertanyaan (3): 7
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata 0,00
Kelola (3): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BFR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko Sudah sesuai aturan
lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) |BFR menyusun laporan produk dan alktivitas bara yang Sudah sesuai aturan
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuadi
ketentuan Otoritas Jasza Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex3
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 o 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah 0,00
pertanyaan (3): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00
Kelola (3): 10%
Penjumlahan S+ P+ H 0,00
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot 0,00

Falktor 8




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | EB | TB Keterangan
1 2 3 4 5]
9 (Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki kebijalkan, sistem dan prosedur Telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertuliz yang memadad terkait dengan BMPK termasuk tertulis terkait dengan BMPK
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berilut monitoring dan ~
penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian
terpizah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan 0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah 2,00
pertanyaan (3): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata 1,00
Kelola (3): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2] |BFR =zecara berkala mengevaluasi dan mengkinikan Telah mengevaluasi namun belum berkala
kebijakan, =sistem dan prosedur BMPK agar
dizesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. A

3) |Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak Proses pemberian kredit telah memenuhi
terkait dan/atau pemberian kredit besar telah ketentuan mengenai BMPK
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ~
tentang BMPK dan memperhatikan prinsip lkehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd4|ex3

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 4 0 0 0

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah 2,00
pertanyaan (3): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata 0.80
Kelola (3): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak Laporan BMPK telah disampaikan secara
terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar berkala kepada OJK
dan/atau melampaui BMPK telah dizsampaikan secara
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar A
dan tepat waktu =sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

3] |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK Tidak melanggar atau melampaui BMPK
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. A
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dxd|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan ! 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah 1,50
pertanyaan (3): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata 0.15
Kelola (3): 10%

Penjumlahan 3 + P+ H 1,95
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot 0.15

Falktor 9




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

5B

B

CB

KB

TB

2

3

a

Keterangan

10

Ren:

cana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Rencana bisnis BPFR telah disusun oleh Direksi dan
dizetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan wvisi
dan mi=i BFR.

Sudah menyusun rencana bisnis tapi telah
memiliki renstra

2)

Rencana hisni= BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
vang =ignifikan dengan calkupan sesuai ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan.

Renstra telah menggambarkan rencana jangja
panjang

3)

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
dalam
permodalan dan infrastrulktur yang memadai antara
teknologi

jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

pemegang saham rangka memperkuat

lain sumber daya manusia, informasi,

Renstra didukung sepenuhnya oleh pemegang
saham melalui keputusan dalam RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah

pertanyaan (S): 3

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata
Kelola (3): 30%

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Rencana biznis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedilcit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian; dan

c. penerapan manajemen risilko.

Renstra telah disusun mempertimbangkan
huruf a,b dan ¢

Dewan Komisaris melaksanakan  pengawasan

terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Dewas mengawasi pelaksanaan renstra

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian  untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (3): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (3): 40%

C. H

asil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
dizampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Renstra sudah disampaikan ke OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah

pertanyaan (3): 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (3): 10%

0,10

Penjumlahan S+ P+ H

1,00

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot
Falctor 10

0,08




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

5B

B

CB

KB

TB

2

3

a

Keterangan

11

Transparansi kondisi kenangan dan non keuangan, serta
pelaporan intermnal

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non

keuangan yang didukung oleh s=istem informasi

manajemen yang memadai sesuai  ketentuan

termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang lengkap, alkurat,

kini, dan utuh.

Telah tersedia

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

pertanyaan (3): 1

1,00

Dikali dengan bobot Strulkttur dan Infrastrulctur Tata
Kelola (3): 30%

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPFE menyusun laporan keuangan publikasi setiap
trivulanan dengan materi paling =sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuadi

ketentuan Otoritas Jasza Keuangan.

Telah menyusun laporan publikasi sesuai
ketentuan

3)

BFR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,
opini dari aluntan publik atas laporan keuangan
EFR

transparansi dan

tahunan (apabila  ada), seluruh  aspek

informasi, serta seluruh aspek

pengungkapan sesuai  ketentuan Otoritas  Jasa

Keuangan.

Telah menyusun laporan tahunan sesuai
ketentuan

4)

BFR melaksanalkan transparansi informasi mengenai
produl, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BFR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata

cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Melaksanakan transparansi informasi
mengenai produk dan layanan sesuai ketentuan

BFR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jeniz dan cakupan sebagaimana diatur dalam

ketentuan Otoritas Jasza Keuangan.

Telah menyusun dan menyajiakn laporan
sesuai dengan ketentuan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4

Hasil

Penerapan

perkalian untuk masing-masing Skala

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

L]

Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah

pertanyaan (3): 4

1,25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata
Kelola (3): 40%

0,50




C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (=atu) anggota
Direksi dengan mencantumlkan nama secara jelas

zerta dizampaikan secara lengkap dan tepat waktu

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
dipublikasikan =sesuai ketentuan Otoritas Jasza
Keuangan.

Laporan tahunan dan laporan publikasi telah
dilakukan sesuai ketentuan

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan dizampaikan

zesuai ketentuan secara tepat walktu.

Laporan penangan pengaduan dan penyelesaian

pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak

lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
belum disampaikan semua sesuai dengan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex3

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 1 o 3 o o

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan  rata-rata dengan dibagi jumilah 2,00
pertanyaan (3): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrulktur Tata 0.20
Kelola (3): 10%

Penjumlahan 3 + P+ H 1,20
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot 0.09

Falktor 11




KESIMPULAN UMUM HASIL PENILATAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Bank TGR (Perseroda)
Posisi : Tahun 2020

Faktor L2 3o | T8 9 10| 11| NlaiKompost

Total Penilaan Falktor | 0.24| 025 - 04) 019 020 003 - 0Olo| 008 010 19

Predikat Romposit Sangat Baik

Analisis

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.3/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan Self
Assessment atas implementasi Good Corporate Governance di Bank Perkreditan Rakyat .
BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) . Mendasari aturan
tersebut maka PT BPR Bank TGR (Perseroda) termasuk dalam Bobot Faktor BPR B.
Self Assessment tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada PT BPR Bank TGR (Perseroda)
posisi per 31 Desember 2020.
Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan Good Corporate Governance untuk masing-masing
faktor adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
e Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sudah sesuai dengan
ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta sudah sepenuhnya memenuhi ketentuan yang
berlaku.
e Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
e Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Good
Corporate Governance, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
e Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
e Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar
ketentuan/perundangan yang berlaku

¢ Nilai 0,24 predikat Sangat Baik

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
e Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas sesuai
dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta telah memenuhi
ketentuan yang berlaku.
e Seluruh anggota Dewan Pengawas mampu bertindak dan mengambil keputusan secara

independen.




Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah sepenuhnya memenuhi
prinsip-prinsip Good Corporate Governance, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada
kelemahan minor.

Rapat Dewan Pengawas terselenggara sangat efektif dan efisien.

Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas sangat baik dan tidak pernah melanggar
ketentuan/peraturan yang berlaku.

Nilai 0,25 predikat Sangat Baik

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Dikarenakan PT BPR Bank TGR (Perseroda) termasuk dalam bobot faktor BPR B maka
untuk penilaian kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite tidak dilakukan
penilaian.

Peringkat 0 dengan nilai 0 Predikat Baik

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan
yang lengkap dan efektif.

Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi
dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Nilai 0,44 predikat Sangat Baik

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.

Pelaksanaan tugas dan independensi Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.
Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh
satuan kerja operasional.

Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap,
kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai 0,19 predikat Sangat Baik

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan
standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat
diatasi dengan tindakan rutin.

SPI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

Nilai 0,20 predikat Sangat Baik.




7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan
minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.

Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.

Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah
memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Nilai 0,03 predikat Sangat Baik.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian.

Bank telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
penerapan Fungsi Manajemen Risiko.

Bank telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan
Penetapan limit Risiko.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan Risiko yang
melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan.

Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara
tertulis ,mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian
risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.

Bank menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain( jika ada) yang telah
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Bank telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas

Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap
untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.

Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti
dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.

Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan
dana besar dilakukan secara independen.

Nilai 0,16 predikat Sangat Baik.

10. Rencana Bisnis Bank

Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas
sesuai dengan visi dan misi bank

Rencana Bisnis Bank mengambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis
tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan bank yang signifikan dengan

cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.




Rencana Bisnis Bank didukung penuh oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastuktur yang memadai antara lain sumberdaya manusia , teknologi
informasi, jaringan kantor , kebijakan, dan prosedur.

Rencana Bisnis Bank disusun dengan pertimbangan faktor ekternal dan internal yang
dapat mempenggaruhi kelangsungan usaha dengan azas perbankan yang sehat dan
prinsip kehati—hatian sedangkan dewan pengawas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaannya.

Nilai 0,08 predikat Sangat Baik .

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate

Governance dan Pelaporan Internal.

Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada
publik melalui hfomepage dan media yang memadai.

Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap,
akurat, kini dan utuh.

Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan
pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah
secara memadai.

Cakupan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance lengkap, akurat, kini dan
utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang
berlaku.

Sistem Informasi Manajemen bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank
mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal
serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Nilai 0,10 predikat Sangat Baik.

Penilaian atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi Good

Corporate Governance di bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa

Keuangan.

Direktur Utama

/) Slawi, 25 Maret 2021
' = PT BPR Bank TGR (Perseroda)

mad Efendi, $E,MSi Moh. Soleh,SH,MKn
Ketua Dewas




